BAB V

PENUTUP
5.1 Kesimpulan

1. Proses pemantauan pengelolaan dana desa BPD Dasan Tapen dilakukan
melalui mekanisme langsung dan tidak langsung. BPD akan secara
langsung mengunjungi unit atau dinas yang membawahi kegiatan
pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Sementara
itu, BPD secara tidak langsung mengevaluasi laporan kinerja kepala desa
dalam pengelolaan dana desa.

2. Ada beberapa kendala yang dihadapi BPD Dasan Tapen dalam melakukan
pengawasan pengelolaan dana desa diantaranya : kurangya rasa
tanggungjawab sebagian anggota BPD, kurangnya keahlian dan
keterampilan anggota BPD, kendala sarana dan prasarana, kendala dari
perangkat desa serta kurangnya sosialisasi tupokasi BPD kepada

masyarakat.
5.2 Saran

Dari penjelasan diatas, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan

diantaranya :

1. Harus adanya sangsi tegas bagi anggota BPD yang sering tidak hadir
dalam rapat, sehingga memberikan efek jera bagi oknum yang
bersangkutan.

2. Perlu dilakukan pelatihan bagi anggota BPD agar memiliki keterampilan
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baik dalam berkomunikasi maupun mengoprasikan teknologi agar
memudahkan mereka dalam meningkatkan Kinerja.

Perlu adanya anggaran untuk membangun kesekertariatan BPD agar BPD
mampu lebih optimal dalam bekerja.

Perlu di lakukannya sosialisasi bekala terkait dengan tupokasi BPD agar
masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan kinerja desa

maupun mengawasi kinerja BPD itu sendiri.
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